SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 192 TAHUN 2019

TENTANG

ROADMAP PERCEPATAN PELAKSANAAN INVESTASI DAERAH
BERUPA KREDIT TANPA AGUNAN DAN NON BUNGA (KRETA NOTA)
BAGI PERTANIAN, NELAYAN PERIKANAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80
Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa
Pinjaman Modal Usaha, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Roadmap Percepatan Pelaksanaan
Investasi Daerah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Roadmap Percepatan Pelaksanaan
Investasi Daerah Berupa Kredit Tanpa Agunan dan Non
Bunga (KRETA NONA) bagi Pertanian, Nelayan Perikanan
dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tanah
Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tenteng
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 107);

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
Tahun 2018-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanah LautTahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah LautTahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 33);

Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 80 Tahun 2019
tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman
Modal Usaha (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 Nomor 80);

Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 120 Tahun 2019
tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui
Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
Nomor 120);

Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/845-
KUM/2019 tentang Penunjukan Bank Perkreditan
Rakyat Tanah Laut sebagai Pelaksana Pengelolaan
Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pengembangan Ekonomi Kreatif;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PERCEPATAN
PELAKSANAAN INVESTASI DAERAH BERUPA KREDIT
TANPA AGUNAN DAN NON BUNGA (KRETA NOTA) BAGI
PERTANIAN, NELAYAN PERIKANAN DAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH DI KABUPATEN TANAH LAUT.

(1)

(2)

Pasal 1

Untuk  terwujudnya  peningkatan  Pertumbuhan
Ekonomi di Kabupaten Tanah Laut Khususnya
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro Sektor
Usaha Pertanian, Nelayan Perikanan dan Usaha Mikro
Kecil Menengah.

Pelaksanaan Investasi Daerah di perlukan adanya
Roadmap Percepatan Pelaksanaan Investasi Daerah
Berupa Kredit Tanpa Agunan dan Non Bunga (Kreta
Nona) Bagi Pertanian, Nelayan Perikanan dan Usaha
Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tanah Laut.



(3)

(1)

(2)

Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan panduan bagi para SKPD Teknis, Lembaga
keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,
Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam
melaksanakan percepatan pelaksanaan Investasi
Daerah Berupa Kredit Tanpa Agunan dan Non Bunga
(Kreta Nona) bagi Pertanian, Nelayan Perikanan dan
Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

Roadmap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

mencakup :

a. kebijakan strategis yang meliputi penyusunan
Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan
Pelaksanaan Investasi Daerah Berupa Kredit
Tanpa Agunan dan non Bunga (Kreta Nona) bagi
Pertanian, Nelayan Perikanan dan Usaha Mikro
Kecil Menengah di Kabupaten Tanah Laut, melalui
Penyusunan Roadmap Percepatan Pelaksanaan
Investasi Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Percepatan Pelaksanaan Investasi Daerah;

b. aspek persiapan yang meliputi kelayakan,
penyusunan dokumen perencanaan dan
mekanisme Investasi Daerah;

c. aspek pengawas yang meliputi monitoring dan
evaluasi; dan

d. aspek pembinaan meliputi membina dan
penyempurnaan atau usaha tindakan dan
kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil
yang lebih baik.

Pedoman Roadmap Percepatan Pelaksanaan Investasi

Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 November 2019
BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 11 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 194



